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DEPARTEMEN KEHUTANAN. Barang milik
Negara. Penatausahaan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR: 45/Menhut/I1/2008
TENTANG

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP

DEPARTEMEN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

MENTERI KEHUTANAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.06/2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Penatausshaan Barang Milik Negara
lingkup Departemen Kehutanan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun
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11.

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntans Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/lDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4418);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005
Tahun 2005 tentang Sistem Akuntanss dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Penghapusan
dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
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12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007
tentang Penggolongan dan Kodefikas Barang Milik

Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntans Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-
[1/2005 tentang Struktur Organisas dan Tata Kerja
Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Nomor P. 15/ Menhut-11/2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP
DEPARTEMEN KEHUTANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Daftar Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut DBMN, yang
memuat daftar BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle neraca yang
disusun oleh Pengelola Barang.

Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disebut DBP, adalah daftar yang
memuat data BMN yang disusun oleh masing-masing UPPB pada Pengguna
Barang.

Daftar Barang Pengguna Eselon |, yang selanjutnya disebut DBP-EL,
adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh masing-masing
UPPB-E1 padatingkat unit eselon | Pengguna Barang.

Daftar Barang Pengguna Wilayah, yang selanjutnya disebut DBP-W,
adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh masing-masing
UPPB-W padatingkat kantor wilayah Pengguna Barang.
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6. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disebut DBKP, adalah
daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh masing- masing
UPKPB pada Kuasa Pengguna Barang.

7. Daftar Kebutuhan BMN, yang selanjutnya disebut DKBMN, adalah daftar
yang memuat rincian kebutuhan BMN pada masa yang akan datang.

8. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang, yang selanjutnya disebut DKPB,
adalah daftar yang memuat rincian kebutuhan pemeliharaan BMN pada
suatu periode tertentu yang disusun berdasarkan daftar barang.

9. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, yang selanjutnya disebut DHPB, adalah
daftar yang memuat hasil pemeliharaan BMN yang dilakukan dalam satu
tahun anggaran.

10. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan Dekonsentras, tidak termasuk dana yang dialokasikan
untuk instans vertikal pusat di daerah.

11.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Tugas Pembantuan.

12.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN,
adalah unit eselon | pada Departemen Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisas teknis di
bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, dan dalam hal ini merupakan
pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang.

13. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen yang sah yang merupakan bukti
kepemilikan atas BMN.

14. Dokumen Pengelolaan adalah dokumen yang merupakan hasil dari
kegiatan pengelolaan BMN.

15. Inventarisas adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan BMN.

16. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut
KPKNL, adalah instans vertikd DJKN yang berada dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN, dan dalam hal
ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada
Pengelola Barang.
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17.Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN, adalah
instansi  vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini
merupakan pelaksana penatausashaan BMIN di tingkat wilayah pada
Pengelola Barang.

18. Koordinator Wilayah adalah koordinator Unit Pelaksana Teknis lingkup
Departemen Kehutanan.

19. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pegabat yang
ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan BMN yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

20.Kode Lokas adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi-kan
unit penanggung jawab BMN.

21.Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setigp BMN yang terdiri
dari kode lokas ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang
ditambah dengan nomor urut pendaftaran.

22.Kodefikas barang adalah pemberian kode barang milik negara sesuai
dengan penggolongan masing-masing barang milik negara.

23. Laporan Barang Pengguna, yang selanjutnya disebut LBP, adalah laporan
yang disusun oleh Pengguna Barang yang menyajikan posss BMN pada
awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi
yang terjadi selama periode tersebut.

24. Laporan Barang Pengguna Eselon |, yang selanjutnya disebut LBP-E1,
adalah laporan yang disusun oleh unit Esdlon | Pengguna Barang yang
menygjikan posis BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara
semesteran dan tahunan serta mutas yang terjadi selama periode tersebut.

25. Laporan Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disebut LBKP, adalah
laporan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang menygjikan posisi
BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan
sertamutasi yang terjadi selama periode tersebut.

26. Pemindahtanganan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.

27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi  pembukuan,
inventarisas, dan pelaporan BMN sesuai  ketentuan yang berlaku.

28. Pengelola Barang adalah Menteri keuangan sebagal pejabat yang berwenang
dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan BMN.


http://www.djpp.depkumham.go.id

